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"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan)
negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan)
duniawi....”

(Al-Qashash (28): 77)
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PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan bahasa Arab kepada bahasa
Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan basaha Arab kedalam
terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori
ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa
selainnya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis
dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku
dalam footnote ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi
ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan
pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor:

0543b/U/1987.
B. Konsonan
b= Tidak dilambangkan U = DI
o = B L = Th
- T L = Dh
&= Ts & = ‘(koma menghadap ke atas)
= ¢ = Gh
c = H - = F
& = Kh 3 = Q
3 = D | = K



J = z U = N
= S B = W
o= Sy > = H
ua= Sh S = Y

Hamzah (s) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

di atas (*), berbalik dengan koma () untuk pengganti lambang “¢”.
C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang
masing-masing ditulis dengan cara berikut:

~

A Misalnya Ja Menjadi gala

Vokal (a) panjang

I
—_

Vokal (i) panjang Misalnya Jé Menjadi gila

Vokal (u) panjang U Misalnya 03 Menjadi diina

72
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

11
(P8

Diftong (aw) misalnya J&£  menjadi Qawlun

Diftong (ay) = misalnya @ > menjadi Khayrun

R0

D. Ta’ marbiithah (3)

Xi



Ta’ marbiithah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat,
tetapi apabila ta’ marblthah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4« ll dludl menjadi al
risalat li al mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri
dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan “t ” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

4 4 5 A menjadi fi rahmatillah.
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jaldlah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh
berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah
tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: ssgh - syaiun Ggal - umirtu

G4 - an-nauun Ol - ta¢ khudziina

G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia
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Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama
arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu

ditulis dengan menggunakan sistem transliteras
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ABSTRAK

Nadia Farah, 18220007, Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM
Jokotole Collection Di Bangkalan Madura (Tinjauan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Dan Figh Muamalah), Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.

. _________________________________________________________________________________________________________|]

Kata Kunci: Figh Muamalah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Preferensi Akad Muamalah, Rumah UMKM Jokotole Collection

Berbagai macam akad muamalah yang diterapkan pada Rumah UMKM
Jokotole Collection menyebabkan adanya preferensi akad muamalah yang
merupakan bentuk dari usaha dalam memberikan kebebasan bagi pengrajin batik.
Salah satu akad tersebut akad utang-piutang (gardh). Pada praktiknya, utang-
piutang ini menetapkan syarat yang harus dipenuhi oleh pengrajin batik, dimana
pengrajin batik diharuskan menjual batik kepada Rumah UMKM Jokotole
Collection sehingga pengrajin batik merasa tidak memiliki kebebasan untuk
menjual kepada orang lain. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini untuk
mengetahui konsep preferensi akad muamalah yang terjadi pada Rumah UMKM
Jokotole Collection dan hasil preferensi akad pengrajin batik ditinjau dari Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Figh Muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber hukum berupa bahan
hukum primer dan bahan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik
wawancara serta dari buku dan jurnal yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, konsep preferensi akad
muamalah pada Rumah UMKM Jokotole Collection disebabkan oleh faktor internal
dan faktor eksternal. Kedua, perjanjian pinjam-meminjam yang terjadi antara
pengrajin batik dengan pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection dilakukan
berdasarkan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan i’tikad baik untuk
memenuhi prestasinya akan tetapi ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Kesimpulan penelitian ini yaitu hampir 40% pengrajin lebih memilih akad
utang-piutang (qardh) pada Rumah UMKM Jokotole Collection. Menurut tinjauan
KUH Perdata perjanjian tersebut sesuai dengan pasal 1754. Akan tetapi, menurut
tinjauan figh muamalah akad utang-piutang tersebut menjadi rusak dikarenakan
persyaratan yang ditetapkan menggabungkan akad gardh dengan akad bai .
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ABSTRACT

Nadia Farah, 18220007, Muamalah Contract Preferences at the Jokotole Collection
UMKM House in Bangkalan Madura (Review of the Civil Code and Figh
Muamalah), Sharia Economic Law Department, Sharia Faculty, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Dr. H. Khoirul
Anam, Lc., M.H.

________________________________________________________________________________________________]
Keywords: Civil Code, Jokotole Collection UMKM House, Muamalah
Contract Preference, Muamalah Figh

Various kinds of muamalah contracts that are applied to the Jokotole
Collection UMKM House cause a preference for muamalah contracts which are a
form of effort to provide freedom for batik craftsmen. One of these contracts is a
debt-receivable contract (gardh). In practice, these debts stipulate conditions that
must be met by batik craftsmen, where batik craftsmen are required to sell batik to
the Jokotole Collection UMKM House so that batik craftsmen feel they do not have
the freedom to sell to other people. Therefore, the purpose of this study is to find
out the concept of preference for muamalah contracts that occur at the Jokotole
Collection UMKM House and the results of the preferences of batik craftsmen in
terms of the Civil Code and Muamalah Figh.

This research uses empirical juridical research using a sociological juridical
approach. The sources of law are primary legal materials and secondary legal
materials. Collecting data using interview techniques as well as from related books
and journals.

The results showed that: First, the concept of preference for muamalah
contracts at the Jokotole Collection UMKM House was caused by internal factors
and external factors. Second, the loan-borrowing agreement that occurs between
batik craftsmen and the owner of the Jokotole Collection UMKM House is carried
out based on an agreement between the two parties and in good faith to fulfill their
achievements, but there are requirements that must be met.

The conclusion of this study is that almost 40% of craftsmen prefer debt-
receivable contracts (gardh) at the Jokotole Collection UMKM House. According
to a review of the Civil Code, the agreement is in accordance with article 1754.
However, according to the figh muamalah review, the debt contract is damaged due
to the stipulated requirements for combining the gardh contract with the bai'
contract.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri,
membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal

ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah (5): 2

L 0sTs YT e T5eS Ve ssadly T e 153

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan
dan tagwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan
permusuhan.”?

Dalam ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini berisi anjuran untuk
tolong-menolong sesama manusia dalam lingkup kebaikan dan larangan untuk
tidak saling tolong-menolong dalam lingkup keburukan. Dengan arti lain
bahwa kedua pihak saling memberikan bantuan dan saling mendapatkan
bantuan. Ayat tersebut dapat menjadi tolak ukur manusia dalam memberikan
pertolongan terhadap sesama. Oleh karena itu, manusia diciptakan untuk
mampu bekerjasama dengan orang lain sehingga terbentuklah kehidupan yang
tentram, khususnya dalam lingkup muamalah. Lingkup muamalah ini tidak
lepas dari seluruh sisi kehidupan dan masyarakat, baik dari segi perekonomian
dan politik bernegara. > Sebagai contoh dari segi perekonomian dapat

diwujudkan dengan adanya suatu perjanjian (akad).

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jawa Barat: Al-Hikmah, 2015), 106
2 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 3



Menurut M. Hasbi Ash Shiddieqy, akad merupakan perikatan ijab dan
qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan kerelaan kedua belah
pihak. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh perjanjian yang dilakukan
harus sesuai syariat dan apabila melanggar syariat maka perjanjian tersebut
dianggap tidak sah. Dan hal penting juga yang harus ada pada perjanjian yaitu
perjanjian yang didasarkan atas dasar rela dari masingmasing pihak, tanpa
adanya paksaan dari pihak lainnya.®

Dalam pasal 1313 ayat (2) KUH Perdata* dijelaskan bahwasanya
perjanjian merupakan perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih untuk
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dengan kata lain para pihak
bersepakat untuk menciptakan akibat hukum terkait hak dan kewajiban. Hak
dan kewajiban tersebut juga diatur dalam peraturan hukum lainnya sehingga
pihak yang melakukan perjanjian bertanggung-jawab terhadap perjanjian yang
telah disepakati. Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang
ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja,
sedangkan perjanjian dalam arti luas, mencakup semua perjanjian yang
menimbulkan akibat hukum sebagaimana keinginan yang telah disepakati oleh
pihak yang bersangkutan.®

Manusia dalam bekerjasama untuk mencukupi kebutuhannya,
seringkali dihadapkan dengan masalah harta kekayaan, yang mana terkadang

antara kemampuan dan kemauan manusia terbentur oleh harta kekayaannya

3 Abdul Rahman Ghazaly, Figih Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2010), 51
4 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 328
5 Zakiyah, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangan, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2015), 4



yang bersifat terbatas. Terkadang juga manusia selalu berkeinginan untuk
memenuhi seluruh kebutuhannya dengan pandangan bahwa mereka ingin
hidup layak dan selalu berkecukupan. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari,
apabila sewaktu-waktu dihadapkan dengan kebutuhan yang sangat mendesak
dan sangat terpaksa. Sehingga pada saat itu manusia berada di posisi sangat
membutuhkan bantuan orang lain, sehingga manusia tersebut terpaksa
melakukan pinjaman kepada orang lain berupa uang ataupun barang. Dalam
islam hal ini lebih dikenal dengan istilah utang-piutang (gardh).

Qardh atau utang piutang adalah memberikan pinjaman kepada orang
lain dengan syarat peminjam wajib mengembalikannya dikemudian hari.®
Utang piutang ini termasuk dalam prinsip akad ta ‘awun (tolong menolong),
dikarenakan dalam hal ini memberikan utang kepada orang yang mengalami
kesulitan dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Seiring berkembanganya zaman, akad-akad muamalah banyak
mengalami modifikasi dalam praktiknya. Seperti halnya dalam transaksi utang-
piutang, dimana ada salah satu dari pihak yang melakukan transaksi merugikan
pihak lainnya, mengandung unsur penipuan, riba dan sebagainya. Bentuk
modifikasi dalam praktik utang-piutang berupa adanya persyaratan yang harus
dipenuhi ketika praktik utang-piutang terjadi, melebihkan bayaran dari
sejumlah pinjaman yang merupakan kemauan dari seorang pemberi pinjaman,
dan adanya penarikan manfaat dari gardh. Modifikasi-modifikasi tersebut

terjadi disebabkan faktor kebutuhan setiap orang lambat laun berubah-ubah dan

® Ismail Nawawi, Flgih Muamalah Klasik dan Kontemporer Hukum Perjanjian EKonomi dan
Bisnis dan Socsial, (Ghalia Indonesia, 2017), 177



bertambah banyak, dan terkadang meminjam hanya takut terlihat kurang
update dan kurang modis didepan khalayak umum. Sehingga tidak heran
muncul banyak permasalahan yang dialami ketika terjadi transaksi utang-
piutang. Salah satu contoh permasalahan yang terjadi yaitu pada perjanjian
antara pengrajin batik dan Rumah UMKM yang berlokasi di Kota Bangkalan,
Madura.

Perjanjian antara pengrajin batik dan Rumah UMKM Jokotole
Collection ini bersifat lisan dan terbentuk hanya berdasarkan asas kekeluargaan.
Dalam praktiknya Rumah UMKM ini menyediakan beberapa sistem untuk
mencapai keuntungan dalam mewujudkan kerjasama tersebut. Pihak Rumah
UMKM ini memberikan kebebasan kepada pengrajin batik untuk dapat
memilih sistem yang sesuai dengan kehendak pengrajin. Salah satu diantaranya
adanya perjanjian utang-piutang. Utang piutang yang terjadi pada perjanjian ini
yaitu utang-piutang bersyarat, dimana pengrajin meminjam uang yang
digunakan untuk kepentingan dalam memproduksi batik tersebut yang dapat
disebut dengan modal. Peminjaman tersebut seperti peminjaman biasa pada
umumnya, peminjaman tanpa bunga dan jaminan. Akan tetapi permasalahan
yang terjadi pada lapangan, pihak Rumah UMKM memberikan pinjaman
tersebut dengan syarat karya yang dihasilkan dari modal yang dipinjam tersebut
harus diserahkan dan dijual kepada pihak Rumah UMKM Jokotole Collection.
Pengrajin tidak boleh menyerahkan atau menjual kepada pihak lain. Selain itu
jumlah peminjaman pada perjanjian ini dibatasi dengan minimal peminjaman

kurang lebih Rp. 2.000.000 dan maksimal Rp. 10.000.000.



Praktik utang-piutang bersyarat ini sudah dilakukan semenjak tahun
2014. Bagi pengrajin batik yang berkategorikan kecil maka perjanjian
utangpiutang tersebut tetap dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya meskipun persyaratan tersebut merugikan pengrajin batik. Karena
dibenak mereka hanya terlintas bagaimana cara agar dapat memenuhi
kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan uraian dari permasalahan tersebut, peneliti memilih
Jokotole Collection sebagai objek penelitian dengan fokus pada akad
muamalah yang terjalin antara Jokotole Collection dan para pengrajin batik.
Sehingga terbentuk judul “Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah
UMKM Jokotole Collection di Bangkalan Madura (Tinjauan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata dan Figh Muamalah)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam latar
belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep preferensi akad muamalah pada Rumah UMKM
Jokotole Collection di Bangkalan Madura?

2. Bagaimana akad utang-piutang antara Pengrajin Batik Madura dengan
Rumah UMKM Jokotole Collection ditinjau dari Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan Figh Muamalah?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai

dalam penelitian ini sebagai berikut:



Untuk mengetahui konsep preferensi akad muamalah yang terjadi pada
Rumah Jokotole Collection di Bangkalan Madura

Untuk mengetahui akad utang-piutang antara Pengrajin Batik Madura
dengan Rumah UMKM Jokotole Collection tinjauan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata dan Figh Muamalah

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat. Adapun

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut:

a.

Upaya menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan
bagi penulis dan masyarakat dalam bidang muamalah terkait akad
utang-piutang yang ada pada perjanjian.

Memberikan pembahasan secara detail dalam akad utang-piutang pada
perjanjian ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan figh

muamalah.

2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Dapat mengembangkan pola berfikir yang lebih luas dan

meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengimplementasikan
ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan.
Dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu dan dapat

mengimplementasikan akad-akad muamalah seperti akad gardh



(utang-piutang) khususnya bagi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.

c. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat
memberikan pengetahuan bagi objek dalam penelitian ini untuk lebih
memperhatikan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam
penerapan akad-akad muamalah khususnya akad gardh (utang-
piutang).

E. Definisi Operasional

1. Preferensi Akad Muamalah adalah keluasan dan kebebasan pihak
pengrajin batik untuk memutuskan pilihannya terhadap sistem akad yang
digunakan pada Rumah UMKM Jokotole Collection dalam mengikatkan
dirinya sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

2. Rumah UMKM Jokotole Collection merupakan salah satu usaha dalam
bidang industri batik yang ada di Kota Bangkalan dengan menggunakan
model pemberdayaan UMKM pengrajin batik.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang biasa dikenal dengan
Burgerlijk Wetboek (BW) adalah kitab Undang-Undang yang berasal dari
Zaman Pemerintahan Belanda dahulu. BW adalah seperangkat aturan
hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia-Belanda yang ditujukan bagi
golongan warga negara bukan asli yaitu Eropa, Tiongho, dan Timur Asing.

Akan tetapi setelah adanya pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, maka



seluruh peraturan pada UUD 1945 dan BW diberlakukan bagi warga
negara Indonesia.
4. Figh Muamalah salah stau bidang hukum yang mengatur tata cara
berhubungan sesama manusia baik dari segi kebendaan maupun perjanjian.
F. Sistematika Pembahasan
Upaya mempermudah langkah penulisan pembahasan maka perlunya
dilakukan penyusunan secara sistematis yang terdiri dari lima bab. Setiap bab
nya terdapat sub-sub bab untuk memperinci dari bab tersebut. Adapun sususan
bab sebagai berikut:
Bab | Pendahuluan
Dalam bab ini berisi latar belakang dari permasalahan yang diangkat
untuk diteliti dengan memaparkan rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, dan definisi operasional.
Bab Il Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini berisi penelitian terdahulu dan kerangka teori. Upaya
menjaga keorisinilan dari penelitian ini maka dibutuhkan adanya penelitan
terdahulu yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh
peneliti, sedangkan kerangka teori merupakan rujukan, dan pedoman peneliti
sebagai bahan analisis pada penelitian. Kerangka teori berisi tinjauan umum
tentang akad, tinjauan umum tentang gardh (utang-piutang) perspektif KUH

Perdata dan Figh Muamalah.



Bab 111 Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian yang
nantinya akan diterapkan pada proses penelitian. Metode penelitian ini
membahas dari jenis penelitian yang digunakan, pendakatan penelitian, jenis
dan sumber data, bagaimana tahapan pengumpulan data, dan bagaimana tahapa
pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi analisis dari suatu pembahasan yang dipaparkan
dari adanya latar belakang, rumusan masalah dengan berkesinambungan pada
kajian teori yang telah dipaparkan.

Bab V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian, selain itu berisi
saran, baik saran bagi penulis, pembaca, maupun pihak yang menjadi objek
dalam penelitian ini dengan tujuan untuk dapat menjadi lebih baik dalam

penulisan selanjutnya.



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam sebuah penelitian skripsi sangatlah
diperlukan guna bahan perbandingan antara skripsi peneliti dengan skripsi
peneliti lainnya. Perbandingan tersebut juga bertujuan untuk menghindari
plagiarisme dan menjadikan skripsi tersebut bersifat orisinalitas. Adapun

dalam penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti sebagai rujukan, ialah:
1. Skripsi yang disusun oleh Wardatun Nafiah, Mahasiswa Jurusan Hukum
Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Tahun 2018 dengan judul “Praktek Perjanjian Utang Piutang Dengan
Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani
Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Jenis penelitian ini
merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif
kualitatif. Penelitian ini menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses
peminjaman yang harus dipenuhi oleh peminjam yaitu dengan
menyetorkan hasil panennya hanya kepada pemilik penggilingan padi. Dan
hasil panen dihargai dengan harga standart minimum atau dipotong 10%
dari hasil panen tersebut. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa
praktik yang terjadi antara pemilik penggilingan padi dengan petani masih
belum sesuai dengan hukum positif dikarenakan perjanjian ini bersifat
lisan sedangkan bunga harus ditetapkan dengan tertulis, begitu juga hal ini

tidak sesuai dengan hukum islam dikarenakan terdapat akad bersyarat yang
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mana hal itu dilarang dalam islam dan terjadi suatu penarikan manfaat dari
gardh yang tidak diperbolehkan.

Skripsi yang disusun oleh Diana Risma Ulin Nur Khasanah, Mahasiswa
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang
Bersyarat Antara Tengkulak dengan Petani Jagung Di Desa Suru
Kecamatan Sookok Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian ini
menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.
Penelitian ini menjelaskan bagaimana akad piutang yang terjadi antara
tengkulak dengan petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sookok
Kabupaten Ponorogo dan adanya penetapan harga sepihak yang dilakukan
oleh tengkulak kepada petani jagung di Desa Suru Kecamatan Sookok
Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa
menurut tinjauan hukum islam akad yang terjadi pada piutang bersyarat
antara tengkulak dengan petani di Desa Suru Kecamatan Sookok
Kabupaten Ponorogo diperbolehkan akan tetapi akadnya menjadi rusak
(fasid) dikarenakan suatu persyaratan yang diberikan oleh tengkulak
kepada petani jagung.

Skripsi yang disusun oleh Zulfi Wahida Annisa, Mahasiswa Jurusan
Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019
dengan judul “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada
Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam”. Jenis penelitian ini

merupakan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif, dimana
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menggambarkan adanya perjanjian hutang, dimana ketika musim panen
tiba petani menghubungi pemilik modal untuk berhutang bibit maupun
uang guna memenuhi kebutuhan saat musim panen tiba. Pemberian utang
tersebut dengan bersyarat dimana hasil dari panen harus dijual ke pihak
pemberi modal. Hal ini merugikan pihak petani dikhawatirkan ketika
mengalami gagal panen. Hasil dari penelitian ini hutang bersyarat yang
dilakukan sesuai syarat sah dalam melakukan utang-piutang perspektif
etika bisnis, akan tetapi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis
yaitu dimana pemilik modal secara tidak langsung mengambil keuntungan
jika petani mengalami gagal panen (prinsip tauhid), selain itu petani juga
tidak mendapat haknya berupa uang dari hasil panen kepada pemberi
modal (prinsip keseimbangan).

Table 1. Penelitian Terdahulu

NO | NAMA JUDUL PERSAMAAN PERBEDAAN
PENELITI

1. Wardatun Praktek 1. Sama-sama 1. Subyeknya
Nafiah, Perjanjian menggunakan melibatkan
Universitas Utang jenis antara petani
Islam Negeri | Piutang penelitian dengan
(UIN) Dengan empiris pemilik
Maulana Sistem dengan penggilingan
Malik Ibrahim | Bersyarat pendekatan padi

Antara Pemilik
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Malang, 2018 | Penggilingan kualitatif 2. Lokasi
Padi Dengan penelitian
. Sama-sama
Petani Ditinjau yang berbeda
membahas
Dari  Hukum
terkait
Positif dan
perjanjian
Hukum Islam
utang piutang
bersyarat
. Sama-sama
menggunakan
perspektif
hukum positif
dan  hukum
islam
Diana Risma Tinjauan . Sama-sama Perspektif
Ulin Nur Hukum membahas hanya
Khasanah, Islam utang-piutang menggunakan
Institut Agama | Terhadap tinjauan
. Sama-sama
Islam Negeri Piutang hukum islam
menggunakan
(1AIN) Bersyarat saja
jenis
Ponorogo, Antara
penelitian Subyek antara
2020 Tengkulak
empiris tengkulak
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dengan Petani dengan dengan petani
Jagung Di pendekatan jagung
Desa Suru kualitatif
Lokasi
Kecamatan
penelitian
Sookok
berbeda
Kabupaten
Ponorogo
Zulfi Wahida | Hutang Sama-sama Menggunakan
Annisa, Bersyarat membahas perspektif
Jurusan Dalam Bentuk utang-piutang etika  bisnis
Ekonomi Pemberian bersyarat islam
Syariah Modal Pada
Penelitian Pada sektor
Institut Agama | Sektor
lapangan yang pertanian
Islam  Negeri | Pertanian
bersifat
(IAIN) Metro, | Perspektif Lokasi
deskriptif
2019 Etika  Bisnis penelitian
Islam berbeda

Pengertian Akad

B. Tinjauan Umum Akad

Akad berasal dari kata al-‘agd yang berarti ikatan, mengikat,

menyambung atau menghubungkan. Secara terminologi figh adalah
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perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) yang
dibenarkan syara’, yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.’Adapun
akad secara syar’i yaitu hubungan antara ijab dan gabul dengan cara yang
dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.
Maksudnya hubungan tersebut sebagai hasil dari kesepakatan antara kedua
belah pihak.® Sedangkan dalam pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan
bahwasanya suatu perjanjian adalah sutau perbuatan dimana satu orang atau
lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Arti ikatan ini
menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sebuah
ikatan dimana ketika terjadi suatu kesepakatan maka pihak lainnya tidak
dapat melakukan perbuatan yang semana-mena diluar isi perjanjian.
2. Asas-Asas Akad
Asas-asas ini dapat dijadikan sebagai ketentuan dalam konsep
perjanjian. Adapun asas-asas akad® antara lain:
1. Asas ikhtiyar (sukarela)
Setiap akad yang akan dilakukan harus berdasarkan kehendak dari
masing-masing pihak, agar tidak terjadi keterpaksaan antara salah satu
pihak. Adanya kerelaan ini dapat dibuktikan ketika para pihak
bersepakat untuk melakukan perjanjian. Hal ini dapat diwujudkan

sebagai adanya ijab dan gabul. Suatu akad harus didasarkan atas dasar

" Harun, Figh Muamalah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31

8 Abdul Aziz Muhammad, Figh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Figh Islam, (Jakarta: Amzah,
2017), 17

® Rahmani Timorita Yulianti, “Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah”,
La_Riba, no. 1 (2008) https://doi.org/10.20885/lariba.vol2.iss1.art7
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suka sama suka dan kerelaan para pihak. Sehingga apabila salah satu
pihak tidak saling suka dan tidak rela, merasa terpaksa maka akad
tersebut dapat menjadi batal.

Asas amanah

Suatu asas dimana masing-masing pihak harus mempunyai i’tikad baik
dalam melakukan transaksi dan antar pihak tidak dipebolehkan
melakukan sesuatu yang dapat merugikan pihak lainnya. Para pihak
mempunyai kewajiban dan hak yang harus dipenuhi agar terciptanya
perjanjian yang sehat dan terhindar dari pihak yang tidak melakukan isi
dari perjanjian tersebut.

Asas saling menguntungkan

Asas dimana adanya saling memberi keuntungan antar pihak. Setiap
akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak. Hal ini agar
tidak terjadi praktik penipuan atau manipulasi dari salah satu pihak
sehingga merugikan pihak lainnya.

Asas taswiyah

Asas dimana memberikan kesetaraan terhadap para pihak yang
melakukan perjanjian. Para pihak sama-sama mempunyai kedudukan
yang sepadan dan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi,
Asas transparasi.

Asas dimana suatu perjanjian harus dilakukan secara transaparan,

terbuka, tidak bersifat tertutup. Semua hal harus dijelaskan secara rinci
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pada perjanjian tanpa ada rahasia antar pihak terkait perjanjian yang
akan dilakukan.
6. Asas taysir (kemudahan)

Asas dimana para pihak harus saling memberi kemudahan,
menghilangkan kesulitan yang dialami salah satu pihak.
Menghilangkan kesulitan yang dialami orang lain merupakan suatu
kebaikan karena Allah menciptakan kesulitan pasti juga menciptakan
kemudahan, dan Allah berfirman dari firmannya bahwasanya Allah
tidak akan membebani kaumnya kecuali berdasarkan kemampuanmu.

Firman Allah QS. Al-Bagarah (2): 286

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai
dengan kemampuannya”.1

7. Asas hurriyah (kebebasan)
Asas dimana para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian,
menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian, dan menentukan
ketentuan-ketentuan lainnya. Tujuan adanya asas kebebasan ini
memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat
klausul-klausul yang tidak menimbulkan kedzhaliman, paksaan, dan

penipuan.

10 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 49
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3. Rukun dan Syarat Akad
Adapun rukun dalam akad*antara lain:

a. Para pihak yang membuat akad (al-agidan). Pada umumnya, para
pihak ini disyaratkan harus ahli dan memiliki kemampuan untuk
melakukan akad serta mampu menjadi pengganti orang lain atau
wakil. 12 Syarat yang pertama yaitu ahliyah (ahli akad) artinya
kelayakan seseorang dalam menetapkan hak dan kewajiban. Adapun
Ahli akad ini terbagi menjadi dua yaitu:

1) Ahliwajib, yaitu kelayakan seseorang dalam menetapkan suatu
keputusan yang menjadi haknya. Ahli wajib mempunyai 2
unsur yaitu unsur ijabi yaitu kepantasan atau kelayakan untuk
mengambil haknya, seperti menagih utang, dan unsur salabi
yaitu kepantasan atau kelayakan untuk memenuhi
kewajibannya, seperti membayar utang. Ahli wajib terdiri dari
2 macam Yyaitu:

a) Ahli wajib kurang: kelayakan seseorang dalam
menerima hak untuk dirinya sendiri seperti menerima
warisan.

b) Ahli wajib sempurna: kelayakan seseorang untuk

memenuhi kewajiban dan menerima hak seperti bayi

1 Fatimah Putri Islamiati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Kesesuaian Akad Pada
Produk Pembiayaan Mudharabah”, (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24
http://repository.radenintan.ac.id/13219/2/bab%201-11-dapus.pdf

12 Syaikhu, dkk, Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta:
K-Media, 2020), 24
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yang baru lahir sudah diharuskan untuk membayar
zakat.

2) Ahli ‘ada, yaitu kelayakan seseorang dalam memenubhi
kewajiban yang telah ditetapkan syariat seperti shalat, puasa.
Ahli ada terdiri dari 2 macam, yaitu:

a) Ahli ‘ada kurang: kelayakan seseorang dalam
memenuhi sebagian kewajibannnya dan tidak pantas
untuk memenuhi kewajiban lainnya.

b) Ahli ‘ada sempurna: seseorang yang telah memenuhi
usia baligh.

Syarat yang kedua yaitu al-wilayah (kekuasaan) yaitu hak dan
kewenangan seseorang untuk mendapatkan izin dalam melakukan
transaksi atas suatu obyek tertentu. Seseorang tersebut juga tidak boleh
dalam keadaan terpaksa dan harus bebas dari tekanan sehingga dapat
menentukan pilihannya secara bebas. Al-wilayah terbagi menjadi 2
macam yaitu:

a. Asli (al-asliyah), yaitu orang yang melakukan akad memiliki
kekuasaan terhadap dirinya sendiri dengan syarat orang
tersebut harus baligh dan berakal.

b. Pengganti (an-niyabah), yaitu orang yang diberi kepercayaan
untuk mengganti atau mengurusi urusan orang lain.

b. Objek akad (mahallul ‘agd). Menurut fuqaha’ ulama ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi dalam objek akad, diantaranya:
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1. Ma’qud alaih harus ada ketika akad
2. Ma’qud alaih harus masyru”(sesuai ketentuan syara’)
3. Dapat diberikan waktu akad
4.  Ma’qud alaih harus suci
c. Tujuan akad (maudhu’ al-aqd)
d. Pernyataan kehendak para pihak (shighatul ‘agad)
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam shighatul ‘agad*® adalah
1) Shighatul ‘agad harus jelas dan lengkap, seperti “aku serahkan
barang ini kepadamu sebagai hadiah atas kemenangan lomba
semalam”.
2) ljab dan gabul harus sesuai, jadi antara ijab dan gabul ini harus
lafadz dan tujuannya harus sama.
3) Adanya kehendak dari pihak yang ingin melakukan akad dan
saling ridha, jadi tidak dalam keadaan terpaksa ataupun diancam.
Adapun syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam'#, yaitu
1. Syarat yang bersifat umum vyaitu syarat-syarat yang wajib
sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Berikut syarat-syarat
umum yang harus dipenuhi dalam berbagai akad sebagai berikut:
a) Orang yang melakukan akad mempunyai kecakapan
hukum, jadi tidak sah apabila orang yang berakad dalam

keadaan gila, dan orang yang berada dibawah pengampuan.

13 Hendi Suhendi, Figh Muamalah Membahas Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2002), 48
14 Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalah, 55
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b) Akad yang diperbolehkan oleh syariat.

c) Akad dapat memberikan faedah.

d) Iljab harus tetap berjalan terus sampai ada kata gabul.
Apabila ijab tersebut dicabut sebelum gabul maka akad
tersebut menjadi batal.

2. ljab dan gabul harus bersambung, apabila antara ijab dan gabul
ini terpisah maka ijab-nya menjadi batal Syarat yang bersifat
khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam
sebagian akad. Syarat ini sering disebut dengan syarat tambahan
yang harus dipenuhi pada sebagian akad selain syarat-syarat
umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

4. Berakhirnya Akad

Suatu akad dapat berakhir disebabkan oleh®®:

a) Sebab Ikhtiyariyah, sebab tersebut adalah fasakh, igalah, dan
berakhirnya waktu atau pekerjaan yang telah ditentukan dalam akad,
contohnya sewa-menyewa atau upah mengupah

b) Sebab Daruriyah, yaitu sebab yang disebabkan:

1. Rusaknya objek akad, seperti pada akad sewa-menyewa yaitu
rusaknya barang yang disewa sehingga tidak bisa dimanfaatkan

2. Adanya suatu peristiwa yang tidak dapat diperkirakan datangnya,
seperti salah satu dari pihak meninggal dunia atau ada sebab lainnya

yang memungkinkan untuk tidak dapat melanjutkan akad tersebut

15 Enang Hidayat, Transaksi Ekonomi Syariah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), 26

21



3. Barang yang dijadikan obyek dirampas atau dicuri oleh orang lain
5. Pandangan Ulama Tentang Konsep Akad*®

Dalam kaidah figh
Lo 31 538 i i

“Keabsahan suatu perikatan itu adalah karena adanya sighat
yang menyatakan terjadinya transaksi atau perikatan
tersebut, dan bukan karena makna-makna terkandung di
dalamnya”.

Menurut pandangan madzhab Syafi’i akad yang berkaitan dengan
kaidah figh tersebut adalah keabsahan suatu akad atau perikatan
dikarenakan adanya sighat atau ijab dari para pihak yang dilafalkan secara
jelas.

Kemudian kaidah figh yang berkaitan dengan akad menurut

Hanafiyah adalah:

s BUEYLY guads oty 5380 o B

“Keabsahan suatu perikatan itu itu adalah karena maksud dan

makna yang terkandung dalam pernyataan perikatan tersebut,

bukan karena lafadz-lafadz atau bentuk formalitas”.

Jadi menurut pendapat madzhab Syafi’iyah dan Hanafiyah
meskipun lafadz-lafadz yang digunakan pada akad oleh para pihak

berbeda tidak bermasalah karena pada dasarnya hanya bergantung dari

maksud atau niat dari pihak yang berakad.

16 Muhammad Romli, Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320
KUH Perdata, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, no. 2, 2021
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C. Tinjauan Umum Qardh
1. Pengertian Qardh
Menurut bahasa, qardh berarti terputu'’Jadi harta yang dihutangkan
kepada orang lain terputus dari pemiliknya. Terdapat banyak pendapat yang
mengemukakan pendapatnya dalam literarur figh?8, diantaranya:

a. Pendapat Syafi’iyah menjelaskan bahwa gardh berupa sesuatu yang
diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).

b. Pendapat Hanafiyah menjelaskan bahwa gardh sebuah transaksi dimana
memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain dan dikembalikan
sesuai harta yang diberikan.

c. Yazid Afandi menekankan bahwa gardh ini termasuk akad ta’awun
(tolong-menolong), dimana memberikan harta kepada orang lain
dengan tanpa imbalan, untuk pengembaliannya diganti dengan yang
sama dan dapat ditarik kembali oleh si pemberi hutang sesuai dengan
jangka waktu yang ditentukan oleh kehendak si pemberi hutang.

d. Gufron A. Mas’adi berpendapat bahwa gardh memberikan sesuatu
kepada seseorang dengan pengembalian yang sama, dan menerima
sesuatu dari seseorang tersebut dengan adanya perjanjian bahwa ia akan
membayar utang dengan jumlah yang sama.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gardh adalah akad antara dua

orang dengan salah satunya memberikan pinjaman berupa uang kepada

17 Ghufron A Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, 170
18 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer, (Malang: UIN
Maliki Press, 2019), 57
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pihak lain dengan tujuan kepentingannya dan pihak tersebut harus
mengembalikannya dengan jumlah yang sama.
2. Landasan Qardh
Landasan yang menjelaskan bahwa gqardh itu diperbolehkan

berdasarkan pada QS. Al-Bagarah (2): 245

e

s bty fads 875 B Bt B Al bes B AT 2 8 0T 5 5

18 ok
Oy

“Barang siapa yang menghutangkan (karena Allah) dengan
hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan
(balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh
pahala yang banyak”!®

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwasanya dalam Al-quran
menyebutkan apabila orang memberi hutang kepada orang lain itu sama saja
dengan dia meringankan beban orang lain yang sangat membutuhkan
dengan istilah memberi hutang kepada Allah merupakan sebuah hutang
yang baik. Selain itu landasan utang-piutang ini terdapat di dalam hadist

yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

Uogh Waled [ 2 et 0 U2 06 2log ol s Joo o 81 5300 13 o2

(4l ol ols)) 8 EBALaS OB s

“Dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
tidak ada seorang muslim yang memberi hutang kepada
muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya seperti
shadaqah”. (HR. Ibnu Majjah) %°

19 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 39
20 Muhammad bin Yazid Qazzawaini, Shahih lbnu Majah, (Lebanon: Darul Fikr, 2016), 15.
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3. Rukun dan Syarat Qardh
Adapun rukun dan syarat dari gardh? antara lain:
a. Agidain (dua pihak yang melakukan transaksi) dengan syarat:
1) Berakal (orang yang dianggap mampu menggunakan akalnya
secara sempurna)
2) Cakap hukum (orang yang mampu dan cakap hukum dalam
hartanya)
3) Keadaan bebas (orang yang dalam keadaan suka atau rela, tidak
ada paksaan dan tekanan dari orang lain)
Imam Syafi’i berpendapat yang dikutip dari Wahbah Az-
Zuhaili bahwa terdapat empat orang yang menyebabkan akad
tersebut menjadi tidak sah, yaitu anak kecil (mumayyiz atau tidak),
orang gila, hambah sahaya walaupun mukallaf, dan orang buta.
Selain itu, syarat yang harus dipenuhi khususnya bagi orang yang
berhutang yaitu memiliki kelayakan dalam melakukan transaksi
bahwa orang yang berhutang harus mampu untuk menaggung
hutangnya.
b. Mauqud alaih, objek yang dihutangkan. Syarat yang dapat
dijadikan sebagai obyek dari hutang piutang adalah harta yang

dihutangkan harus memiliki sesuatu yang sepadan, seperti uang, dan

2L Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlag, dan Dr.
Muhammad bin Ibrahim, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab,
(Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 159
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barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, dan dapat diukur.
Selain itu, harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, maka
jika berupa manfaat (jasa) tidak diperbolehkan hal ini merupakan
pendapat madzhab Hanafiyah dan Hanabilah.

Shigat (Ijab dan Qabul)

Suatu perjanjian dapat terlaksana setelah pihak pertama
memberikan uang yang digunakan sebagai objek gardh kepada

pihak kedua, dan pihak kedua sudah menerimanya.

4. Ketentuan Qardh

a. Syarat tempo qardh, jumhur ulama sepakat bahwa apabila

mensyaratkan adanya tempo dalam gardh maka tidak sah akad
tersebut, dan juga tidak menharuskan adanya syarat tempo. Dengan
alasan bahwa gardh merupakan hutang yang bersifat kondisional,
sedangkan kondisi tidak terikat oleh waktu, maksudnya suatu
kondisi tidak dapat dibatasi oleh waktu, sehingga syarat adanya
tempo tidak sah dan tidak harus dilakukan. Akan tetapi pendapat
yang shahih yang merupakan pendapat madzhab Malikiyah dan dan
pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu al-
Qayyim, Syaikh Muhammad al-Utsaimin, dan Syaikh Shalih al-
Fauzan memperbolehkan syarat tempo dalam gardh# dengan alasan

dikhawatirkan terjadinya sesuatu yang merugikan bagi orang yang

22 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam Pandangan 4

Madzhab, 165
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memberi hutang yaitu tidak ada pengembalian dari orang yang

berhutang.

Tambahan pada gardh

Adapun penambahan pada gardh diantaranya:

1)

2)

Tambahan yang disyaratkan, hal ini dilarang berdasarkan ijma’.
Selain itu juga dilarang pada manfaat yang disyaratkan, seperti
“Aku memberikan hutang kepadamu dengan syarat kamu
menjual motor kepada saya”. Contoh ini secara tidak langsung
didalamnya terdapat pelaksanaan riba. Berdasarkan pendapat
ulama Hanafiyah yang mengharamkan setiap gardh terdapat
syarat yang dapat mendatangkan manfaat??, begitu juga hal ini

sesuai dengan kaidah figh yang berbunyi:

G 3G 5 2B
“Setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah
riba”2#
Penambahan yang tidak disyaratkan, hal ini diperbolehkan
bahkan termasuk pembayaran yang baik karena orang yang
paling baik adalah orang yang dapat mengembalikan

hutangnya.?

23 Siti Solekhah, Zhunnuraini, “Praktik Pinjaman Modal Bersyarat (Studi Kasus Masyarakat
Nelayan di Kelurahan Manggar”),Wasatthiyah, no. 2 (2020)
https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/115

24 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Masalah
Yang Praktis. (Jakarta: Kencana, 2006), 138

25 Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Figih Muamalah Dalam Pandangan 4
Madzhab, 169
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D. Utang-Piutang Dalam KUH Perdata
1. Perjanjian Utang Piutang

Subekti dalam pendapatnya menyatakan bahwa perjanjian adalah
suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada satu orang lainnya dengan
saling melaksanakan suatu hal tertentu.? Kemudian menurut M. Yahya
Harahap, SH perjanjian merupakan hubungan hukum kekayaan antara dua
orang atau lebih dengan memberikan suatu hak kepada salah satu pihak
untuk memperoleh sebuah prestasi begitupun sebaliknya pihak lainn untuk
menunaikan prestasi.?’ Lalu K.R.M.T Tirtodiningrat, SH menyebutkan
dalam pendapatnya bahwasanya perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
berdasarkan kata sepakat diantara para pihak untuk menimbulkan akibat
hukum yang berdasarkan undang-undang.

Perjanjian utang-piutang dalam KUH Perdata sama halnya dengan
perjanjian pinjam-meminjam. Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan
bahawa perjanjian pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dimana pihak
yang satu memberikan kepada pihak lain dengan jumlah barang tertentu
yang habis pakai dengan syarat pihak tersebut mengembalikan barang

sejenis dengan jumlah dan keadaan yang sama.?® Jadi dapat diketahui

% Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2002), 1

2" Ganis Noer Fadha Kusumandari, “Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Antara Pembeli
Satuan Ruko Dengan PT. Shapir Yogya Super Mall” (Undergarduate thesis, Univeristas Islam
Indonesia Yogyakarta, 2018),
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12885/SKRIPSI_GANIS NOER_FADHA_K
USUMANDARI_14410234.pdf?sequence=1&isAllowed=y

28 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 438
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perjanjian utang-piutang adalah kreditur memberikan pinjaman uang

kepada debitur dan debitur wajib mengembalikan dalam waktu yang telah

ditentukan.

Hutang merupakan suatu prestasi dalam lapangan hukum harta
kekayaan yang berupa kewajiban debitur untuk melunasinya kepada
kreditur. Objek hutang dapat berupa uang ataupun barang. Jadi dalam
perjanjian telah ditetapkan suatu waktu tertentu dan apabila debitur tidak
melaksanakan hutangnya maka debitur sudah dianggap lalai. Definisi
hutang tersebut adanya hubungan hukum atas dasar seseorang dapat
mengharapkan suatu prestasi dari seseorang lainnya.

2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak
ketika perjanjian tersebut telah memenuhi 4 syarat, antara lain:

1. Kesepakatan para pihak, hal ini dapat ditandai dengan adanya kerelaan
antar para pihak dalam perjanjian atas isi yang tertuang di dalam
perjanjian yang telah dibuat. Dalam praktiknya, bentuk kerelaan dapat
diwujudkan dalam bentuk lisan maupun tertulis. Perjanjian dengan
bentuk tertulis memiliki keunggulan tersendiri di bandingkan perjanjian
dalam bentuk lisan, yaitu dapat memberikan kepastian yang kuat
terhadap isi perjanjian bagi para pihak sekaligus dapat menjadi alat

bukti kuat ketika terjadi sengketa di masa mendatang.

2 Dedi Hidayat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 1967 KUH Perdata Tentang Hapusnya
Utang Piutang Karena Daluwarsa”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan,
Lampung, 2019), http://repository.radenintan.ac.id/7319/
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2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu kecakapan atau
kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan
hukum  sendiri  merupakan perbuatan-perbuatan yang dapat
menimbulkan akibat hukum. Dalam peraturan perundang-undangan
sendiri ada beberapa pasal yang menyebutkan bahwa seseorang telah
diangggap dewasa ketika telah mencapai umur tertentu, diantaranya;
dalam KUHPerdata disebutkan dalam Pasal 1330 bahwa anak dianggap
dewasa ketiak telah berumur dua puluh satu tahun (21), dalam Undang-
Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 47
menyatakan bahwa seseorang yang telah berumur 18 Tahun dianggap
sudah dewasa, dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1)
menyatakan bahwa batas umur yang telah dianggap mampu berdiri
sendiri atau dewasa adalah 21 Tahun, dan menurut Hukum Pidana,
batasan dewasa adalah berumur 21 Tahun atau sudah menikah, apabila
ada seseorang belum 21 Tahun dan sudah menikah maka dianggap
dewasa.

3. Adanya objek perjanjian, yang di maksud dengan objek perjanjian
adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1234
KUHPerdata yaitu “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan
sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Objek
perjanjian harus dijelaskan dan disebut dengan jelas dalam perjanjian
sehingga dapat memberikan jaminan kepada pihak pembuat perjanjian

dan menghindari terjadinya penipuan.
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4. Suatu sebab yang halal,* yang dimaksud dengan halal dsini adalah
bahwa isi yang ada dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan norma kesusilaan.
KUH Perdata memberikan kebebasan kepada pembuat perjanjian untuk
menuntukan isi dalam perjanjian akan tetapi dengan memberikan
batasan-batasan, yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal

1337 KUH Perdata.

%0 Saifullah, Buku Ajar Hukum Perdata Di Indonesia, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2007), 72
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini
menganilisis bagaimana hukum dapat terjadi di lingkungan masyarakat.
Pada jenis penelitian ini lebih menitikberatkan pada segi observasi, bersifat
objektif dengan mengamati fakta hukum yang berlaku di lingkungan
masyarakat, Hal ini tak hanya perlu diamati melainkan perlu dibuktikan.!

Jenis penelitian hukum ini yaitu menganalisa tentang penerapan
hukum dalam kehidupan nyata terhadap individu, kelompok, masyarakat,
lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku
individu, masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya

dengan penerapan atau berlakunya hukum.*?

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan dengan melihat
fakta hukum yang terjadi di masyarakat, serta melihat aspek-aspek hukum
lainnya dalam hal interaksi sosial di lingkungan masyarakat, dan hal ini
berfungsi sebagai penunjang untuk melakukan identifikasi dan klarifikasi

temuan bahan non hukum bagi penulisan hukum 33

31 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian 1lmu Hukum, (Bandung: Manar Maju, 2008), 125

32 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2021), 83
33 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105
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C. Lokasi Penelitian
Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian empiris, maka
lokasi penelitian merupakan suatu hal yang penting. Penelitian ini dilakukan
di Rumah UMKM Jokotolo Collection yang berlokasi di JI. Kinibalu,
Martajasah, Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
D. Jenis dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dari penelitian ini berasal dari dua
sumber:
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber
utama. Data primer diperoleh dari narasumber yang berkaitan langsung
dengan obyek penelitian. Adapun pihak-pihak yang menjadi sumber
data primer dalam penelitian ini adalah Ibu Uswatun Hasanah sebagai
pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection sekaligus pemberi hutang,
Ibu Hj. Himmah, Ibu Hj. Rubiah, dan Ibu Hj, Mastuhah selaku
peminjam uang.
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak
selain dari data primer. Data sekunder diperoleh dari kepustakaan dan
dokumen bahan hukum lainnya berupa jumlah pengrajin batik yang

melakukan akad utang-piutang di Rumah UMKM Jokotole Collection.
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E. Metode Pengumpulan Data
Data yang dimaksud pada penelitian hukum empiris merupakan
fakta sosial berupa masalah yang berkembang di lingkungan masyarakat.
Metode pengumpulan data ini harus dilakukan dengan mengumpulkan
fakta-fakta sosial dengan menggunakan bahan kajian yang berupa:
a. Wawancara
Pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada
narasumber untuk mendapatkan informasi terkait masalah yang akan
diteliti. Pertanyaan yang akan ditanyakan sudah tersusun secara
sistematik, jelas, dan tearah sesuai dengan isu hukum yang diangkat
dalam penelitian ini. Tujuan adanya wawancara langsung ingin
mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi yang benar dan
akurat dari sumber hukum yang sebelumnya.3* Untuk alat bantu dalam
wawancara dapat menggunakan alat pencatatan dan alat bantu lainnya.
F. Metode Pengolahan Data
Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka tahap
selanjutnya yaitu pengolahan data dengan tujuan mempermudah peneliti
agar data dan bahan hukum yang diperoleh menjadi sistematis. Adapun
tahap-tahap dalam metode pengolahan data diantaranya sebagai berikut:
a. Pemeriksaan data
Pemeriksaan data adalah pemeriksaan ulang terhadap sumber data

yang sudah terkumpul. Peneliti melakukan pemeriksaan data dari

34 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, 167

34



sumber data primer yaitu data dari hasil wawancara dengan memilih
dan memilah data yang harus dipilih sesuai masalah yang diangkat dan
mengesampingkan informasi yang tidak diperlukan dalam
pembahasan. Pemeriksaan data juga dari sumber data sekunder berupa
memasukkan undang-undang dan ketentuan yang diperlukan.
Klasifikasi

Klasifikasi adalah suatu proses klasifikasi data secara sistematis.
Menganalisis data dengan mengklasifikasikan ke dalam beberapa
kategori. Proses pengelompokan ini bertujuan untuk membatasi
beberapa data yang diperlukan maupun tidak diperlukan. Klasifikasi
data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai
pilihan akad yang diambil oleh pengrajin dengan tinjauan kitab
undang-undang hukum perdata dan figh muamalah.

Verifikasi

Verifikasi adalah suatu proses pengoreksian, penginformasian suatu
proposisi (dalil, dan kemungkinan), dan pembuktian pembenaran.
Tahapan untuk mencocokkan data yang sudah diperoleh dari
wawancara. Sehingga adanya kesinambungan antara jawaban dari
wawancara dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Analisis

Analisis data adalah melakukan kajian terhadap hasil pengolahan data
yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya.

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, analisis data merupakan
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kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang,
mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan
kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian dengan pikiran
sendiri yang dibantu dengan teori yang telah dikuasai.®®
e. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahapan yang terakhir dalam metode
pengolahan data. Menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang
bersifat umum terhadap permasalahan yang konkrit. Peneliti
memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diperoleh
melalui beberapa tahap yang sebelumnya untuk menjawab semua
persoalan yang ada dalam penelitian ini agar lebih memudahkan

peneliti dan pembaca.

35 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 104
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian
1. Sejarah Singkat Rumah UMKM Jokotole Collection Bangkalan Madura
Kelompok usaha kerajinan Batik Tulis Madura Jokotole

collection berdiri sejak tahun 2014 dengan dilatar belakangi adanya
kesenjangan ekonomi antara pengrajin batik dengan pemilik modal
karena sistem yang digunakan adalah upah/gaji.

2. Profil Rumah UMKM Jokotole Collection
Nama Usaha: Jokotole Collection
Founder: Uswatun Hasanah. SE. M. Sc
Prestasi: Pioner kemitraan UMKM berbasis Syariah
Contact Person: 081805111811/ 085335878746
SIUP Nomer: 101/13.22/SIUP- MK/1X/2018
Alamat Galeri: JL. Kinibalu, Martajasah. Kab.Bangkalan. Prov.

JawaTimur.

Kode Pos: 69119
Bidang Usaha: Kain Batik Madura, Fasion, Oleh-oleh Madura
Email: galeribatik@jokotolecollection.com
Instagram: galerijokotole
Blog/Website: https://jokotolecollection. com/ Marketplace
Bukalapak: Batik Madura Jokotole

Berdiri;: 2014
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3. Visi dan Misi
Visi dari Rumah UMKM Jokotole Collection adalah
melestarikan dan menumbuhkan tradisi batik Madura sebagai salah satu
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan

Madura pada khususnya dan menumbuhkan industri kerajinan batik

Indonesia pada umumnya.

Misi dari Rumah UMKM Jokotole Collection adalah

a. Batik Tradisional Madura bisa lebih dikenal di dunia batik nasional
dan internasional.

b. Meningkatkan kesejahteraan karyawan melalui lingkungan tempat
kerja dan tempat tinggal yang bersih dan sehat, pemberian upah
yang wajar sesuai dengan keahlian dan prestasi kerja dengan sistim
bagi hasil syariah yang diberikan kepada perusahaan. Meningkatkan
kualitas dan daya saing yang berpotensi untuk memasuki pasar
global

c. Memperkaya desain motif untuk menambah perbendaharaan motif-
motif tradisional yang sudah ada dan memasyarakat.

d. Melakukan inovasi pada bidang bahan dasar kain, melalui
pengembangan desain, motif dan melakukan kombinasi warna alam.

e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang industri
kerajinan batik dengan cara mendidik tenaga-tenaga terampil dan
produktif yang diambil dari daerah-daerah di luar pusat pengrajin

batik.
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f. Memperluas jaringan kerja dengan pusat-pusat industri kerajinan
batik melalui pertukaran informasi desain dan proses produksi.

g. Berbagi ilmu dan informasi tentang berbagai proses batik bagi
pengrajin  batik di daerah-daerah tertentu yang ingin
mengembangkan industri kerajinan batik.

h. Membantu dan memberikan akses pemasaran produk UMKM
unggulan Madura.

4. Kelompok pengrajin

Table 2. Kelompok Pengrajin

No Nama Kelompok Alamat Jumlah
Pengrajin Anggota
1 | Jokotole Tanjung Bumi 30
2 | Amin Al-Jabir Macajah 37
3 | Peseseh Peseseh 31
4 | Poteh Paseseh 30

B. Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan
beberapa data terkait preferensi akad muamalah di Rumah UMKM Jokotole
Collection. Data ini diperoleh dari wawancara dengan pemilik Rumah
UMKM Jokotole Collection, Ibu Uswatun Hasanah serta beberapa
pengrajin batik yang terlibat dalam preferensi akad muamalah yaitu lbu Hj.

Himmah, Ibu Hj. Rubiah, dan Ibu Hj. Mastuhah. Data kemudian
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dikumpulkan dan dikelola agar mendapatkan sebuah kesimpulan dari
pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah

Terciptanya suatu perjanjian disebabkan dengan adanya kesepakatan.
Kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum terkait hak dan kewajiban.
Kesepakatan terjadi apabila dua orang atau lebih mempunyai keinginan dan
tujuan yang sama dengan membicarakannya langsung di suatu tempat. Agar
kesepakatan tersebut bersifat mengikat maka dapat dibuktikan dengan
sebuah tulisan. Adapun kesepakatan itu terjadi apabila telah memenuhi
tahapan-tahapan.

Dari beberapa narasumber yang penulis wawancarai terkait dengan
kerjasama yang terjadi antara Rumah UMKM Jokotole Collection dengan
pengrajin batik disebabkan oleh kesenjangan ekonomi antara pengrajin
batik dengan pemilik modal karena sistem yang digunakan. Sebelumnya
pengrajin mengetahui keberadaan Rumah UMKM Jokotole Collection ini
dari berbagai sudut, baik dari informasi yang didapatkan dari tetangga
ataupun kerabat keluarganya. Sehingga suatu kerjasama tersebut
menciptakan suatu kontrak (perjanjian).

Perjanjian yang terjadi antara Rumah UMKM Jokotole Collection
dengan pengrajin batik, mereka sepakat bahwasanya perjanjian dapat terjadi
apabila pengrajin batik datang ke Rumah UMKM Jokotole Collection untuk
menemui secara langsung pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection dan
menjelaskan maksud dan tujuan dari pengrajin. Adanya interaksi tersebut

menciptakan kata sepakat tanpa suatu paksaan dari pihak manapun.
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Disamping itu, pengrajin sudah otomatis ditetapkan sebagai anggota dari
Rumah UMKM Jokotole Collection.

Dapat diketahui, alasan dari beberapa pengrajin batik ikut bergabung
dalam anggota Rumah UMKM Jokotole Collection ini diantaranya
mendapatkan ilmu baru, menambah wawasan dan pengalaman sehingga
menjadikan produksi batik tersebut secara tidak langsung akan terus
berkembang. Selain itu, dengan adanya tujuan dan maksud yang sama yaitu
dalam hal memproduksi batik, serta diterapkannya model pemberdayaan
sehingga memberikan kemanfaatan bagi pengrajin batik, begitu juga
memberikan keuntungan bagi pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection.
Dengan konsep yang diterapkan tersebut membuat beberapa pengrajin batik
yang ada di Bangkalan khususnya daerah pesisir Tanjung Bumi tertarik
untuk bergabung didalamnya sehingga jumlah per tahunnya selalu
bertambah.

Dalam kegiatan operasionalnya, Rumah UMKM Jokotole Collection
ini menerapakan beberapa sistem. Sistem dimana para pengrajin
diperbolehkan untuk memilih sistem mana yang akan digunakan. Sistem
tersebut disesuaikan dengan kondisi dan situasi dari para pengrajin. Adapun
sistem yang diterapkan terbagi menjadi 3 macam, diantaranya:

Pertama, sistem bagi hasil, sistem yang memberikan kesempatan
kepada para pengrajin untuk berkarya dan terlibat dalam kepemilikan usaha,
selain itu mereka akan mendapatkan sharing profit dari setiap transaksi yang

dilakukan sehingga adanya peningkatan pada taraf hidup para pengrajin.
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Akan tetapi pada sistem ini para pengrajin harus bersabar dalam menerima
keuntungan yang akan didapatkan dan para pengrajin diharuskan untuk
lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan produk batik sehingga
mempunyai nilai tinggi untuk dapat diperjualbelikan. Kecenderungan dalam
sistem ini bergantung pada kreativitas dari para pengrajin dalam
menghasilkan suatu produk batik. Sistem bagi hasil ini dalam istilah islam
lebih dikenal dengan akad mudharabah, yaitu dimana adanya kerjasama
antara pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection sebagai pemilik modal
memberikan modalnya dan mempercayakannya kepada pengelola yaitu
para pengrajin batik untuk mengelola usaha batik dari modal tersebut. Dari
kerjasama ini para pihak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai dengan
kesepakatan yang telah disepakati selama kerjasama tersebut berlangsung.
Apabila mengalami kerugian maka pemilik modal yang menanggungnya
kecuali kerugian tersebut disebabkan atas kelalain dari pihak pengelola
usaha (pengrajin batik).

Kedua, sistem upah, sistem ini terjadi ketika Pihak Rumah UMKM
Jokotole Collection mendapatkan pesanan batik dari supplier setelah itu
pihak Rumah UMKM Jokotole Collection menghubungi para pengrajin
batik agar dibuatkan batik sesuai pesanan tersebut. Pihak Rumah UMKM
Jokotole Collection memberikan bahan kain kepada pengrajin kemudia
pengrajin memproduksi batik sesuai dengan jangka waktu yang telah
diberikan. Setelah batik tersebut selesai maka pengrajin memberikan

kepada pihak Rumah UMKM Jokotole Collection yang kemudian pengrajin
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batik tersebut diberi upah atas hasil batik tersebut. Dalam islam istilah
sistem upah ini disebut dengan sewa-menyewa jasa tenaga manusia atau
ijarah al- ‘amal yaitu salah satu bentuk pemberian kepada pengrajin yang
terdapat dalam suatu perjanjian diantara keduanya dikarenakan
memperkerjakan pengrajin untuk memproduksi batik sesuai dengan
pesanan.

Ketiga, sistem pinjam meminjam. Pinjam meminjam yang dimaksud
adalah pinjam meminjam uang, pengrajin batik meminjam uang sebagai
modal untuk memproduksi batik, baik untuk membeli bahan kain atau bahan
batik lainnya. Pengrajin meminjam uang kepada pihak Rumah UMKM
Jokotole Collection dengan tanpa adanya bunga dan jaminan akan tetapi
terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum meminjam uang.
Pengrajin diberi kebebasan dalam pelunasan utang tersebut dengan jangka
waktu minimal 3 bulan dan maksmial 6 bulan. Dalam islam pinjam
meminjam ini sering kali disebut dengan utang-piutang (gardh). Qardh
yaitu memberikan pinjaman harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan
dan mengembalikannya sesuai pinjaman dikemudian hari sesuai dengan
kesepakatan yang telah disepakati. Ketika pengrajin telah meminjam uang
kepada pihak Rumah UMKM Jokotole Collection maka pengrajin wajib
mengembalikan uang tersebut sesuai dengan yang dipinjam.

Adapun prosedur dari peminjaman uang ini pengrajin datang
langung menemui pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection dengan

menyampaikan tujuannya untuk meminjam uang yang akan dijadikan
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modal. Peminjaman uang ini dibatasi maksimal 10.0000.000. Apabila
peminjaman lebih dari jumlah maksimum maka tidak diperbolehkan.
Setelah menyampaikan tujuannya maka pemberi pinjaman menyampaikan
dan menyebutkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu hasil dari
peminjaman tersebut berupa batik harus diserahkan dan dijual kepada pihak
Rumah UMKM Jokotole Collection dan tidak diperbolekhkan menjual
kepada orang lain. Jadi persyaratan tersebut disampaikan pada awal
perjanjian sehingga pengrajin batik yang ingin meminjam uang telah
mengetahui terlebih dahulu. Persyaratan yang ditetapkan tidak
mempengaruhi  pengrajin untuk membatalkan peminjaman tersebut
dikarenakan kondisi dari pengrajin yang sangat membutuhkan uang dengan
cara cepat untuk kebutuhan yang mendesak. Pengrajin pun tidak merasa
terbebani karena keterbatasan mereka dalam berbisnis masih kurang dan
tetap memprioritaskan rasa kepercayaan kepada pemilik Rumah UMKM
Jokotole Collection.
. Konsep Preferensi Akad Muamalah Pada Rumah UMKM Jokotole
Collection

Preferensi merupakan pilihan suka ataupun tidak suka terhadap suatu
produk atau jasa yang mempengaruhi konsumen dalam berbagai produk
yang ditawarkan. Preferensi tersebut yang mengarahkan konsumen dalam
pemenuhan kebutuhannya. Konsumen dalam hal ini yaitu pengrajin batik
yang telah bergabung pada Rumah UMKM Jokotole Collection. Adanya

preferensi ini untuk mengetahui pilihan pengrajin terhadap sistem atau akad
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yang ditawarkan dalam kegiatan operasional di Rumah UMKM Jokotole
Collection dan memberikan kebebasan kepada pengrajin untuk memilihnya.

Teori tentang preferensi dan perilaku konsumen merupakan salah
satu tahapan akhir seseorang dalam menentukan suatu barang atau jasa yang
pada akhirnya akan berdampak pada masing-masing konsumen. Pendapat
Engel et al,® terkait beberapa faktor penentu yang mempengaruhi vaiasi
dalam perilaku konsumen dan faktor-faktor tersebut dapat dibagi menjadi
dua diantaranya:

1. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri setiap orang.
Dalam faktor ini seseorang akan mengelola informasi dari berbagai
macam sudut, baik dari segi motivasi, persepsi, proses belajar, dan
kepercayaan. Contohnya seperti keinginanan seseorang agar
terhindar dari riba sehingga membuat seseorang tersebut tertarik
pada produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah. Kemudian
pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dapat mempengaruhi
keinginanan dan pada akhirnya mengambil keputusan untuk
memilih suatu produk tersebut.

2. Faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar. Pada umumnya faktor
ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti budaya dan sosial.

Contohnya seperti adanya promosi yang membuat konsumen tertarik

36 Pipin Yuliani, Preferensi Dan Perilaku Masyarakat Desa Banjar Agung Unit Il Tulang Bawang (Studi Kasus
Pada Masyarakat Desa Banjar Agung Tulang Bawang), (Skripsi: Institus Agama Islam Negeri Metro, 2018)
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akan hal tersebut dan adanya pengaruh pribadi seperti ketidaktahuan

seseorang dalam hal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui preferensi pengrajin
terhadap akad utang-piutang yang ada pada Rumah UMKM Jokotole
Collection disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Faktor sosial, untuk pertama kalinya mengetahui akad utang-piutang
di Rumah UMKM Jokotole Collection dari tetangga dan kerabat
keluarganya yang sudah mengenali pemilik dari Rumah UMKM
Jokotole Collection sehingga muncul pemikiran-pemikiran positif
terkait sistem yang ditawarkan kepada pengrajin batik. Selain itu,
lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal para pengrajin.

2. Faktor psikologi, dapat dilihat dari persyaratan yang mudah yakni
tidak adanya tambahan seperti bunga dan tidak harus menyerahkan
jaminan. Selain itu, pelayanan untuk meminjam uang sangat cepat
dan sangat mudah.

Preferensi akad muamalah yang terjadi di Rumah UMKM Jokotole
Collection ini dilatarbelakangi oleh konsep yang diterapkan oleh pemilik
Rumah UMKM Jokotole Collection yaitu emprowring community, model
pemberdayaan kepada pengrajin batik seperti memberikan wawasan,
pengalaman yang baru, serta memberikan kemanfaatan kepada pengrajin
dalam sehingga muncul pembaruan, pengembangan dan kemajuan dalam
memproduksi batik. Selain itu, dengan adanya preferensi ini digunakan

untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi pengrajin batik.
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D. Tinjauan KUH Perdata & Figh Muamalah Terhadap
Perjanjian/Akad Utang-Piutang Antara Pengrajin Batik dengan
Rumah UMKM Jokotole Collection

1) Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal 1313 KUH Perdata *" menjelaskan bahwa
perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih
untuk mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
Dalam KUH Perdata perjanjian pinjam-meminjam uang ini sering
disebut dengan istilah perjanjian pinjam mengganti. Suatu
perjanjian dengan obyeknya merupakan sesuatu yang habis karena
pemakaian. Jadi suatu barang yang dipinjam akan digunakan bahkan
sampai habis oleh pihak peminjam dan pihak peminjam harus
menggantinya dengan barang yang sejenis dan sama nilainya pada
waktu yang telah ditentukan saat perjanjian.®® Obyek dari sesuatu
yang habis ini dapat berupa uang.

Rumah UMKM Jokotole Collection yang merupakan suatu
usaha kerajinan batik Madura yang ada di daerah Kota Bangkalan
dengan model sistem pemberdayaan dalam hal produksi batik
sehingga kurang lebih 120 pengrajin batik yang ikut bergabung
didalamnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan para
pengrajin batik dalam hal produksi batik maka pihak Rumah

UMKM Jokotole Collection mengadakan kerjasama atau kontrak

37 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 328
38 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 187
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dengan pengrajin batik. Untuk memudahkan dalam kerjasama ini
maka pihak Rumah UMKM Jokotole Collection menawarkan
sistem utang-piutang. Perjanjian utang-piutang yang terjadi pada
Rumah UMKM Jokotole Collection merupakan perjanjian dengan
bersyarat. Walaupun perjanjian ini termasuk dalam kategori
perjanjian dengan bersyarat, maka instrumen yang paling utama
dalam suatu perjanjian untuk menguji keabsahan dari suatu
perjanjian tersebut maka harus memenuhi empat syarat, yaitu:

1) Kesepakatan dari para pihak untuk mengikatkan dirinya, dapat
dibuktikan dengan adanya penerimaan suatu persyaratan
dalam melakukan kegiatan utang-piutang yang diberikan oleh
pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection berupa syarat-
syarat yang harus dipenuhi terhadap para pengrajin batik yang
didasari dengan kepercayaan antar pihak, sehingga
menghasilkan kata sepakat diantara kedua belah pihak yakni
pengrajin batik dengan pemilik Rumah UMKM Jokotole
Collection. Hal ini sesuai dengan teori kepercayaan
menjelaskan bahwa teori ini dapat menjadi acuan terjadinya
kesepakatan, teori yang menitikberatkan pada pernyataan
yang sesuai dengan kebiasaan salah satu pihak ke pihak
lainnya yang sehingga menimbulkan suatu rasa kepercayaan.

Dalam suatu perjanjian kesepakatan tidak dapat

dianggap atau disebut cacat kehendak dikarenakan beberapa
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hal terjadi, yaitu adanya paksaan, suatu tindakan atau ancaman
yang bersifat memaksa kehendak seseorang. Setiap bentuk
ancaman dapat disebut dengan melanggar undang-undang
apabila ancaman tersebut terdapat penyalahgunaan atas
kewenangan salah satu pihak sehingga dapat berakibat pihak
tersebut memberikan hak-nya kepada orang tersebut. Segala
tindakan yang melanggar undang-undang seperti tindakan
membuat orang takut, tindakan kekerasan sehingga
menimbulkan penderitaan fisik dan mental, dan tekanan
ekonomi termasuk dalam suatu tindakan paksaan. Selain itu
dapat juga berupa kejahatan, ancaman Kkejahatan, dan
pemerasan terhadap orang yang mempunyai Kkelainan
mental. *® Kemudian adanya penipuan, sebagaimana dalam
pasal 1328 KUH“° Perdata menjelaskan bahwasanya tipu
muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak
lain, akan tetapi dapat disebut dengan melakukan penipuan
apabila penipuan tersebut mempunyai bukti yang jelas. Hal
lainnya yaitu adanya kekhilafan. Selain itu juga adanya
penyalahgunaan keadaan baik dari aspek keunggulan ekonomi

maupun kejiwaan.

39 Retna Gumanti, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUH Perdata)”, Pelangi llmu, no. 1
(2012) https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPl/article/view/900/840
40 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 330
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Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan
sebelumnya berkesinambungan dengan adanya kesepakatan
yang sah tanpa adanya suatu paksaan, penipuan, kekhilafan
dan penyalahgunaan keadaan, dimana pihak Rumah UMKM
Jokotole Collection memberikan penawaran terkait utang-
piutang bersyarat sedangkan pihak pengrajin batik
memberikan pernyataan bahwasanya pengrajin  batik
menerima penawaran tersebut sehingga dari kedua belah pihak
menimbulkan adanya hak dan kewajiban.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Dalam perjanjian
utang-piutang yang terjadi antara pemilik Rumah UMKM
Jokotole Collection dengan pengrajin batik sudah memenuhi
syarat kecakapan hukum. Hal ini sesuai dengan pasal 1330
KUH Perdata*! tentang sesorang yang dinyatakan tidak cakap
hukum dalam membuat perjanjian, yaitu 1. Anak yang belum
dewasa, 2. Orang yang berada dibawah pengampuan, 3.
Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan
Undang-Undang, 4. Orang yang dilarang oleh Undang-
Undang. Adapun cakap sangat berkaitan dengan keadaan
seseorang Yyaitu berdasarkan umur seseorang yang telah
memasuki fase dewasa, dimana dalam fase dewasa ini

seseorang dapat mengetahui akibat-akibat perbuatan yang

41 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 331
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3)

4)

telah dilakukan.*? Dalam KUH Perdata ukuran dewasa yaitu
orang yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.*3
Adanya hal tertentu, dengan adanya obyek yang digunakan
dalam perjanjian ini yaitu uang. Pengrajin batik meminjam
uang ke pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya serta keinginan pengrajin
untuk melakukan pembaruan dalam hal produksi batik.

Sebab yang diperbolehkan. Adanya perjanjian utang-piutang
diperbolenkan dalam KUH Perdata sebagaimana yang
menyatakan bahwa aturan perjanjian utang-piutang sama
halnya dengan aturan perjanjian pinjam-meminjam dalam
pasal 1754.

Selain dari keempat syarat sah dalam perjanjian ini, para

pithak juga harus mempunyai 1’tikad baik dalam melakukan
perjanjian, yang merupakan landasan para pihak dalam membuat
perjanjian, sebagaimana dalam pasal 1338 KUH Perdata *
dijelaskan bahwa semua bentuk persetujuan dibuat sesuai dengan
undang-undang yang berlaku dan harus dilaksanakan dengan I’tikad
baik. I’tikad baik pada perjanjian utang-piutang yang terjadi antara

pihak pengrajin batik dengan pihak Rumah UMKM Jokotole

42 Devy Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap
Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat 2 KUH Perdata”, Pro Hukum, no.2 (2018)
https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.725

43 Zakiyah, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, (Yogyakarta: Lentera Kreasindo,

2017), 47

4 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 332
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Collection dengan tujuan kerjasama dalam hal memproduksi batik.
Berdasarkan pasal juga dijelaskan bahwasanya persetujuan tidak
dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian utang-piutang yang terjadi di Rumah UMKM
Jokotole Collection ini menimbulkan hak dan kewajiban dan akan
selesai apabila keduanya telah memenuhi prestasinya, dimana pihak
Rumah UMKM Jokotole Collection memberikan uang yang
dipinjam begitu juga dengan pihak pengrajin batik membayarnya
sesuai apa yang dipinjam. Dikarenakan dalam perjanjian utang-
piutang pada Rumah UMKM Jokotole Collection pihak pengrajin
meminjam uang maka pengembaliannya harus dengan uang yang
sama. Akan tetapi yang terjadi di lapangan, pihak pengrajin
diperbolehkan untuk membayar dengan hasil jual batik kepada pihak
Rumah UMKM Jokotole Collection sehingga uang yang dipinjam
akan berkurang dengan hasil jual batik tersebut. Hal ini dalam KUH
Perdata diperbolehkan asalkan ketentuan tersebut telah ditentukan
ketika awal perjanjian sehingga perjanjian ini menganut asas
kebebasan berkontrak.

Adapun kewajiban bagi orang yang meminjamkan diatur

dalam pasal 1759-1762 KUH Perdata® yaitu:

4 Soedharyo Soimin, Kltab Undang-Undang Hukum Perdata, 440
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a. Pemberi pinjaman tidak diperbolehkan untuk meminta kembali
barang yang telah dipinjamkan sebelum lewat jangka waktu
yang telah ditentukan

b. Apabila jangka waktu tidak ditentukan dalam perjanjian,
pengadilan memperbolehkan untuk memberikan kelonggaran
waktu ketika suatu saat si pemberi pinjaman ingin mengambil
barang pinjaman tersebut

c. Apabila telah ada pernyataan dari si peminjam bahwa ia akan
mampu untuk mengembalikannya, tetapi si pemberi pinjaman
menuntut barang pinjaman tersebut maka pengadilan berhak
untuk menentukan waktu kapan untuk pengembaliannya

d. Semua ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian
pinjam pakai habis berlaku juga untuk perjanjian pinjam pakai

Selain itu, terdapat juga kewajiban bagi peminjam yang
tercantum dalam pasal 1763 dan 1764 KUH Perdata® yaitu:

a. Peminjam wajib mengembalikan barang yang telah dipinjam
dalam jumlah dan keadaan yang sama pada saat meminjam

b. Peminjam wajib mengembalikan tepat pada waktu yang telah
ditentukan.

Dalam prakteknya, pihak Rumah UMKM Jokotole

Collection memberikan jangka waktu dalam pengembaliannya

minimal 3 bulan dan maksmial 6 bulan. Dan apabila pengrajin telah

4 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 440
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2)

menyetujui semua persyaratan yang telah ditentukan maka dapat
dikategorikan pengrajin mampu untuk mengembalikan pinjaman
tersebut serta mengembalikan pinjaman tepat waktu bahkan
terkadang ada pengrajin yang mengembalikan pinjaman tersebut
lebih awal dari jangka waktu yang telah ditentukan. Inisiatif dari
pengrajin batik dalam mengembalikan lebih awal dari waktu yang
telah ditentukan didasrkan atas kepercayaan yang diperoleh dari
Rumah UMKM Jokotole Collection dikarenakan apabila pengrajin
tidak dapat memenuhi prestasinya maka pengrajin tersebut akan
dicoret atau dikerluarkan dari anggota Rumah UMKM Jokotole
Collection sekaligus pengrajin tersebut tidak dapat meminjam
pinjaman kembali.
Tinjauan Figh Muamalah

Islam merupakan ajaran yang mengatur segala hubungan
kepada Allah maupun antar manusia baik dari segi muamalah dan
sistem perekenomian yang dapat diperinci lagi pada akad
mu’awadat (saling menguntungkan) dan akad tabarru’ (saling
tolong-menolong). Hakikat dari akad tabarru’ adalah membantu
untuk meringakan beban manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya dan mencari ridlo Allah tanpa mengharapkan imbalan
apapun. Salah satu implementasi dari akad tabarru’ ini adalah akad

utang-piutang (gardh).
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Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya
bahwa gardh yang terjadi pada Rumah UMKM Jokotole Collection
adalah akad gardh yang disertai syarat. Utang-piutang yang terjadi
bertujuan untuk modal usaha dan bersifat konsumtif. Utang-piutang
yang terjadi sudah dilakukan sejak awal berdirinya Rumah UMKM
Jokotole Collection dikarenakan peminjaman yang terjadi tanpa
adanya tambahan dari jumlah yang dipinjam atau lebih dikenal
dengan istilah bunga dan tanpa menyerahkan jaminan apapun.
Alasan tersebut yang membuat pengrajin batik lebih memilih untuk
meminjam kepada Rumah UMKM Jokotole Collection
dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Qardh menurut pendapat Syafi’iyah yang dikutip oleh

Ahmad Wardi Muslih*’ adalah

ol e ke el el e el

“Syafi’iyah berkata bahwa qardh dalam istilah syara’

adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan

suatu saat sesuatu tersebut harus dikembalikan”.
Adapun rukun dari gardh sama halnya dengan jual

beli menurut pendapat Syarkhul Islam Abi Zakaria al-

Ansari*® yaitu ada 3, diantaranya:

47 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),
(Malang: UIN Maliki Press, 2018), 60
4 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),

69
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a. Agid, yaitu orang yang berutang dan yang memberi utang.
Syarat untuk orang yang berhutang adalah harus ahliyah
muamalah, yaitu baligh, berakal, dan tidak mahjur (orang
yang tidak diperbolehkan untuk mengatur sendiri hartanya
oleh syariat), sedangkan orang yang memberi utang harus
orang yang ahliya at-tabarru’, yaitu orang yang ahli atau
cakap dalam menggunakan hartanya secara mutlah dalam
pandangan syariat.*®
Dalam utang-piutang yang terjadi pada Rumah UMKM
Jokotole Collection, pengrajin batik sebagai orang yang
berutang dan pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection
sebagai orang yang memberi utang. Oleh karena itu utang-
piutang ini memenuhi syarat dan rukun dari aqid.

b. Mauqud Alaih yaitu barang yang diutangkan. Barang yang
dapat diutangkan adalah barang yang bisa di akad salam,
yaitu barang yang dapat diukur, ditimbang, ditakar, dan
dihitung serta mempunyai manfaat, karena hakikatnya akad
gardh adalah akad terhadap harta.*

Dalam utang-piutang yang terjadi pada Rumah UMKM
Jokotole Collection, objek atau barang yang diutangkan

berupa uang yang diberikan secara kontan di Rumah UMKM

49 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, (Medan: Febi UIN SU Press, 2018), 170
%0 Sri Sudiarti, Figh Muamalah Kontemporer, 171
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Jokotole Collection. Oleh karena itu rukun dan syarat dari
mauqud alaih terpenuhi.

c. Shighat, yaitu ijab dan gabul. ljab adalah suatu pengakuan
dari pihak yang memberi utang. Sedangkan gabul adalah
suatu penerimaan dari pihak yang memberi utang. Contoh
lafadz ijab seperti “saya memberikan utang kepadamu
dengan ketentuan mengembalikan kepadaku dengan waktu
yang telah ditentukan’®!

Adapun terkait rukun dan syarat, kesesuaian pelaksanaan
utang-piutang di Rumah UMKM Jokotole Collection dalam figh
muamalah dapat disimpulkan bahwa orang yang berakad sudah
memenuhi syarat yaitu memiliki kecakapan hukum, kemudian
syarat dari obyek yang dihutangkan berupa uang diketahui jelas
jumlahnya, dan mengenai ijab dan gabul terpenuhi dari pernyataan
pengrajin yang menerima piutang dan pernyatan Rumah UMKM
Jokotole Collection yang memberi utang. Adapun perjanjian ini
berakhir ketika pengrajin telah mengembalikan uang yang
dipinjam sesuai dengan jumlah pada saat peminjaman. Jadi dalam
pelaksanaan utang-piutang yang terjadi antara pengrajin batik
dengan Rumah UMKM Jokotole Collection telah memenuhi rukun

dan syarat dalam figh muamalah.

51 Akhmad Farroh Hasan, Figh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik),

68
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Akad yang dilakukan antara pengrajin batik dengan Rumah
UMKM Jokotole Collection berbentuk lisan hanya saja bermodal
kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kepercayaan
pengrajin batik terhadap utang dan tanggung-jawab terhadap
prestasinya. Akan tetapi dalam figh muamalah, alangkah baiknya
akad utang-piutang dilakukan secara tertulis untuk menghindari
hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah

SWT dalam QS. Al-Bagarah: 2: 282

Negs)

......... ops B Sui NE R oS5 13 fale T LG

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”>2

Terkait syarat yang ditentukan pada utang-piutang tersebut
yaitu pihak pengrajin sebagai peminjam uang harus menyerahkan
atau menjual hasil dari uang yang dipinjam yakni batik dan tidak
boleh menjual kepada orang lain. Dari adanya syarat tersebut dapat
disimpulkan bahwasanya adanya Syarat tersebut untuk memberi
kemanfaatan kepada pengrajin batik, akan tetapi pada faktanya
syarat tersebut tetap memberikan keuntungan pada pihak Rumah
UMKM Jokotole Collection.

Umumnya, praktek pinjam-meminjam uang atau gardh

tidak diperbolehkan untuk menetapkan syarat didalamnya, hanya

52 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, 48
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saja syarat untuk mempertegas hak kepemilikan, seperti adanya
jaminan, saksi, atau bukti secara tertulis maka hal tersebut
diperbolehkan.>® Akan tetapi, dalam islam adanya tambahan baik
dari jumlah pengembalian yang mengharuskan untuk lebih dari
yang dipinjam ataupun tambahan berupa manfaat tidak
diperbolehkan. Dengan arti lain, segala pinjaman berbentuk
apapun yang berbunga atau mendatangkan manfaat adalah haram
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis.>*

Permasalahan gardh yang mendatangkan keuntungan ini
juga menarik perhatian dari ulama madzhab, seperti Madzhab
Hanafi yang merupakan pendapat paling kuat menyatakan bahwa
gardh yang mendatangkan keuntungan dan telah disepakati
sebelumnya hukumnya haram, kemudian madzhab Maliki
menyatakan sependapat dengan madzhab Hanafi bahwa tidak
diperbolehkan pemberi pinjaman mengambil manfaat dari adanya
praktek gardh. Begitu juga dengan pendapat madzhab Syafi’i dan
Hanabilah tidak diperbolehkan gardh mendatangkan keuntungan
seperti mengutangkan seribu dinar dengan syarat rumah orang

yang akan berutang dijual kepadanya. Hal tersebut dikarenakan

53 Citra Lestari, “Praktik Jual Beli Cengkeh Sebagai Syarat Pinjaman (Studi Kasus di Desa
Lalonggopi Kec. Wolo Kab. Kolaka)”, Ats-Tsarwah, no. 2 (2021): 46
https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/ats-tsarwah/article/view/130

%4 Yozzi Nospendri Putri, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perubahan Akad Utang-Piutang (Studi

Pada Desa Talang Jawa Kecamatan Pulang Panggung Kabupaten Tanggamus)”, (Skripsi, UIN
Raden Intan, 2019), http://repository.radenintan.ac.id/7629/1/SKRPS1%20YO0ZZI1.pdf
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sudah ditetapkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang
adanya utang bersama jual beli.>®

Hal ini juga sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

6 345 B 5 2 s
“Setiap utang-piutang yang menarik manfaat adalah
diharamkan’°®
Begitu juga terdapat dalam kitab Al-Mughni oleh lbnu
Qudamah dalam bab Qardh menyatakan:

% ’

. ot B 3% sc0 . 0 o 4 Lo #1E
L;}))b;ﬁr%}pov\.{“d %J@M qajzdf

“Setiap utang-piutang yang disyaratkan didalamnya ada
tambahan, maka hal itu diharamkan tanpa adanya
perbedaan”.’

Dari kedua kaidah tersebut menjelaskan bahwasanya tambahan
yang disyaratkan pada gardh, maka hal tersebut termasuk riba walaupun
peminjam menyetujuinya. Begitu juga dengan tambahan yang berupa
benda ataupun manfaat.>®

Sebagaimana dalam hadis dari Abdullah bin Amru bin al-‘Ash

yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Nasa’l bahwa

Rasulullah saw. pernah bersabda:

%5 Muhammad Abrar Kasmin Hutagalung, “Persepsi Nasabah Terhadap Aplikasi Dana Qardhul
Hasan Di BPRS Puduarta Insani Tembung”, (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara,
2010), http://repository.uinsu.ac.id/692/

%6 A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah
Masalah Yang Praktis, 138

57 Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Jus 6 (Riyadh: Darul Alam Al-Kutub, 541-620H), 43

%8 Enang Hidayat, Kaidah Fikih Muamalah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 308
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Ak LI G A Yy paE U 5 Y5 e g olbsa Y5 A Gl A2 Y
“Tidak halal memberikan pinjaman (utang) bersamaan dengan
jual beli. Tidak halal menetapkan dua syarat dalam suatu jual
beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung

resikonya, tidak halal melakukan sesuatu yang tidak ada
padamu.”

Berdasarkan hadist tersebut dijelaskan bahwasanya tidak
diperbolehkan (dilarang) menggabungkan akad gardh (salaf) dengan akad
bai’. Larangan tersebut disebabkan karena upaya pencegahan terhadap
transaksi ribawi. Oleh karena itu praktek akad utang-piutang yang terjadi
antara pengrajin batik dengan Rumah UMKM Jokotole Collection dengan
menggabungkan dua akad yakni, akad gardh dengan akad bai’, akadnya
menjadi rusak. Dikarenakan pada dasarnya akad gardh adalah akad
tabarru’ (akad suka rela), dengan adanya akad bai’ terhadap akad gardh
maka berakibat akad gardh menjadi akad mu’awadhat (akad bisnis)
sehingga akad tersebut menjadi rusah. Adanya persyaratan tersebut secara
tidak langsung membuat pengrajin batik merasa terdholimi meskipun
mereka rela atau sepakat sehingga pengrajin batik tidak memupunyai
kebebasan untuk menjual batik kepada orang lain.

Jadi perjanjian utang-piutang dengan pengambilan manfaat berupa
adanya gardh bersama jual beli yang terjadi di Rumah UMKM Jokotole

Collection Bangkalan Madura akadnya menjadi rusak.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hasil penelitian penulis terkait “Preferensi Akad Muamalah Pada

Rumah UMKM Jokotole Collection Di Bangkalan Madura Tinjauan Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata dan Figh Muamalah” dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep preferensi akad muamalah pada Rumah UMKM Jokotole
Collection disebabkan oleh situasi dan kondisi dari pengrajin batik.
Pengrajin diberikan kebebasan dalam memilih sistem/akad yang
diterapkan pada Rumah UMKM Jokotole Collection. Dari beberapa
sistem/akad yang diterapkan hampir 40 persen pengrajin batik memilih
sistem pinjam-meminjam uang (qardh).

2. Perjanjian utang-piutang antara pengrajin batik dengan Rumah UMKM
Jokotole Collection di Bangkalan Madura termasuk perjanjian utang-
piutang bersyarat yang secara keseluruhan sesuai dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata berdasarkan asas-asas yang berlaku, syarat
sahnya perjanjian, dan ketentuan-ketentuan terkait pinjam meminjam.
Akan tetapi tinjauan dalam figh muamalah akad gardh tersebut menjadi
rusak dikarenakan menggabungkan akad gardh dengan akad bai’

sekalipun telah memenuhi dari aspek rukun gardh.
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B. Saran
Menurut hasil analisis maupun kesimpulan diatas, maka saran yang
diajukan penulis sebagai berikut:

1. Bagi pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection diharapkan
persyaratan tersebut dihilangankan kecuali ada kemauan dari pihak
peminjam yaitu pengrajin batik dan lebih berhati-hati dalam melakukan
transaksi agar tetap sesuai dengan pedoman syariat.

2. Bagi pengrajin batik diharapkan agar lebih memperdalam lagi wawasan
dalam berbisnis ataupun sebuah perjanjian sehingga tidak hanya

berpacu pada sistem kepercayaan.
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Dokumentasi Wawancara

Gamar 1

Foto bersama dengan pihak Rumah UMKM Jokotole Collection setelah diskusi
terkait konsep preferensi akad muamalah pada Rumah UMKM Jokotole
Collection, Bangkalan, 30 Maret 2022.

Gamb

B | ’

& B \
Foto bersama dengan Ibu Hj. Himmah (Pengrajin Batik) setelah diskusi terkait
alasan dalam memilih sistem pinjam-meminjam, Bangkalan, 01 April 2022
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Gambar 3 _

Foto bersama dengan Ibu Hj. Rubiah (Pengrajin Batik) setelah diskusi terkait
alasan dalam memilih sistem pinjam-meminjam, Bangkalan, 01 April 2022

- Gambar 4
|

Foto bersama der_i'gan u Hj Mastu ah"(Pé}lgrajin Batik) setelah diskusi terkait
alasan dalam memilih sistem pinjam-meminjam, Bangkalan, 01 April 2022

~ Gambar 5
-

25
Tempat terjadinya perjanjian, Bangkalan, 22 Maret 2022
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Gambar 6

Tempat pemberian ha;il batik I(epéda Pihak Rumah UMKM Jokotole
Collection, Bangkalan 22 Maret 2022

Gambar 7 »

''''''
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2. Surat Pra Peneltian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
JI. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.acid E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor :B-2529 /F.Sy.I/TL.01/01/2022 Malang, 11 Maret 2022
Hal : Permohonan 1zin Penclitinn
Kepada Yth.

Ketua RUMAH UMKM JOKOTOLE COLLECTION BATIK MADURA
JI. Kinibalu, Martajasah, Kab. Bangkalan Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama * NADIA FARAH
NIM © 18220007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

PREFERENSI AKAD MUAMALAH PADA RUMAH UMKM JOKOTOLE
COLLECTION DI BANGKALAN MADURA

(TINJAUAN  KITAB  UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH), pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatuliah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikast

Tembusan :

1.Dekan
2 Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3.Kabag. Tata Usaha
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3. Daftar Pertanyaan Wawancara

Berikut beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti untuk

mempermudah dalam memproleh informasi terkait

1) Pemilik Rumah UMKM Jokotole Collection

a.

Bagaimana asal mula atau sejarah singkat Rumah UMKM Jokotole
Collection?

Berapa jumlah pengrajin batik yang tergabung dalam Rumah UMKM
Jokotole Collection?

Bagaimana kegiatan opersional pada Rumah UMKM Jokotole Collection?
Mengapa menerapkan sistem tersebut?

Bagaimana praktek utang-piutang pada Rumah UMKM Jokotole
Collection?

Mengapa pemilik menetapkan utang-piutang dengan persyaratan?
Bagaimana cara pelunasan dalam utang-piutang pada Rumah UMKM
Jokotole Collection?

Apakah terdapat kendala yang dialami selama perjanjian utang-piutang

berlangsung?

2) Pengrajin batik

a.

b.

Bagaimana asal mula mengetahui Rumah UMKM Jokotole Collection?
Apa alasan pengrajin bergabung pada Rumah UMKM Jokotole Collection?
Mengapa pengrajin memilih sistem utang-piutang?

Bagaimana pendapat pengrajin terkait persyaratan yang telah ditetapkan

pada utang-piutang?
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